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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/10/BPKPAD/2025

TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah,
dalam rangka pelaksanaan dibentuk Tim Inventarisasi Barang
Milik Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tentang Tim
Inventarisasi Barang Milik Daerah Lingkup Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l Tanjung Jabung dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambah
Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
032/309/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Tim Inventarisasi Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun
2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tanggal
31 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /32/ Kpts /BPT-
PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara
Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/72/Kpts/BPT-
PS/2025 Tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:
900.1.3.6/2/BPKPAD-PS/2025, tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatandan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2025;
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MEMUTUSKAN :

Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini.

Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
menyiapkan data Daftar BMD;

menyiapkan dokumen sumber;

melaksanakan Inventarisasi;

melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;

meneliti dokumen kepemilikan;

menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan

menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil
Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

S@meo0T

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik
Daerah Tahun 2025 Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2025
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NOMOR: 000.2.3.2/10/BPKPAD/2025

TANGGAL: 02 Januari 2025

TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025 LINGKUP BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE.Ak, MPP, MAP | Plt.Kepala Penanggungjawab
NIP.19841111 200902 2 008
2 | YULNARTI, SE, M.Si Sekretaris Ketua Pelaksana
NIP.19740202 199703 2 003
3 | ASWENRIZAL, S.Sos Kasubbag Umum Pelaksana
NIP.19760116 200801 1 007 dan Kepegawaian
4 | REVI MARTA, SE Penelaah Teknis Anggota
NIP.19841005 200801 1 001 Kebijakan
5 | MASRI AFRIANTO, SAP Pengurus Barang Anggota
NIP.19830416 201407 1 002 Pengguna
6 | AGUS SOFIAN Pengadministrasian | Anggota
NIP.19830808 201001 1 012 Perkantoran
7 | TIWI HARISTA SUSANTI Staf Anggota
8 | SRIVELLA FEBRIYENY, SP Staf Anggota
9 | WIWIT REFLIDAWATI, S.Si Staf Anggota
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